
BUPATI TELUK WONDAMA
"PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGST

DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI TELUK WONDAMA,

i a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Nnmnr O'Trahrrn OnI R fantanc Parrrhahan Al'qe Pera'irrrqrnr vr Eusaq

Daerah Nomor 7 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu
<iiiai<ui<an perubahan terhadap Peratrrran Bupati Nomor
31 Tahun 2Ot6 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebasaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Prrnai'i l\Tnmnr al tFalrrrn OnlA 'Tranfanc WaArtAtrlronvqlrqq rrvrlrv^ r.x^sr zvLv rvrr.'4r6 alvsusqal4rt

Susunan Organisasi, T\rgas Pokok, Fungsi, Uraian
T\:gas serta Tata Keqia Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tatrun 2AO2 Tentang
Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi,
Kabupaten Pegunungan Bintang. Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat,
trfaltrna*an tFoltrl: Eliafirai zlaa trfakraala- tFolrtl-
rlevqlrqturr rults urlLwra u@r rsuqlrqLvrr rvlwl

Wondama di Frovinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia ?ahun 2OO2 Nomor 729, Tambahan
irmbaran Negara Repubiik incionesia Nomor +2+5i;



4.

2. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2OA4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan
Peerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambehen Lembaran Negara

"Republik Indonesia Nomor aa38);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentans
Pembenhrkan Perahrran Perundang:undangan
{kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nawrnr LO 'Darnhahon T arrrharan Narraro Panrrlrlilr
. ! v---v. va ,

Indonesia Nomor 523a\

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Al4 tentang Aoaratur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ar4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Panr r}.liL fnrlnnacia Namar <4041.

^rruvrrvvrq v tr .1,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
remennf,ian rJaeran [r,emDaran Negara KepuDuK
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik fndonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
d.engan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
tFamlralron T amlraran l\Taaaro I)anrr}llil: fnrlnnasia l\Tnmar! .!llu.!rl,ul Er^va{ . 1. r r t v6B 4 r\vlrquurl lrluvrlvslu l rvllrvl

567e1;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2OOO tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
fniaaacio t|1ohrrn Onnn Nnmnr (4 'Tlomhohon f amharonrrlgvlrvgl4 llJlBl 4vvv llvlllvl v a, tqlrgl4rlla l&rlrv.4ql

Negara Republik Indonesia Nomor 39521;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor Ll4, Tambahan
f atalra-an I\faaora Danrrhlilz fnrlnnaoia l\fnmnr <aQ7l.]waarv.IJqr rtv6tg4 rwPgvlgr lrlgvllvglq ltvltlvl vvv, ,,

Peraturan Merrteri Perhtrbungan Nomor 139 Tahun
2Oi5 Teniang Pe<ioman llomeniciatur, Tugas cian Fungsi
Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan
Urusan Bidang Perhubungan;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2Ot6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun
2OL6 Nomor n sebagaimana telah diubah dengan

6.

7.

8.

9.



Peratrrran Daerah Nomor I Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
lT pznlraran hoarah I{ahrrnatan 'TtahrL llfnnrlarna 'Ialrrr

9018 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2OL6 tentans
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas Pokok, F\rngsi
dan Tata Keg'a Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Teluk lf,rondama Tahun 2OL6 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

v Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TEI{TANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan datam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2Al6tentang
Kedudukan. Susunan Organisasi. T\rsas Pokok. Fungsi dan Tata Dinas
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2OLb Nomor 3l)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Keempat yang terdiri dari Pasal 9 dan Pasal 1O diubah
sehingga sehingga keseluruhan Bagran Keempat berbunyi sebagai

--r berii<ui:

Bagian Keempat

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralqfat
Tipe A terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaruat membawahkan:

IIAIn.ttL7I' DU[' E Agtan ull]um s.etn AePegawanan;
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2) Sub Bagran Keuangan dan Aset;
3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
rt A I ' 6 1 t ' I | ! ar, DeKSr remDangunan (falr renlngKaLan uanan;
2) Seksi Pembanguan Jembatan;
3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

d. Bidang Cipta Kar5ra, membawahkan:
1) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
,al ar-l--: tl1-a^ n--z, rJctt'i'r l ir.rir. Dir.rlE,ulrianr,

3) Seksi Pemeliharaan Median dan Taman Kota;
e. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawatrkan:

1) Seksi Pembangunan Rumah Ralqyat;
2) Seksi Penataan Pemukiman;
ol cr^l-^: D^-^----^- n-^:-^^^ l^- T^l^- r:--l-.--^€.\)' a)ital'r I Llrrcur8,utrcr.rr rJrGLulGLSc tlcur Lrcr,lcllr rrrrrEr\urrtsdur,

f. Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan;
1. Seksi Pembangunan Jaringan Air Bersih;
2. Seksi Pemasangan Jaringan Rumah Tangga;
3. Seksi Penyehatan Lingkungan;
E!il^-^ Q"*L.o- J^.'^ Ai- *o*}.^-'^Ll.^-.

5. stu4r6 uulrluwl ueJa rlu, lrlvulvqwqrMl.

1) Seksi Penataan Sungai dan Pantai;
2) Seksi Pengembang€rn lrigasi dan Rawa;
3) Seksi Pemeliharaan Irigasi dan Sungai;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
i Ilalammlz .folrofon E\rnacinnalrlv.vu^Irvrl v*uqE^ r wr6urv^ru.

(2) Bagan slrsrlnan oryanisasi Dinas Pekerjaan Urntrm dan Perumahan
Ralryat sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagran
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

T\.rgas Pokok dan Fungsi

Pasal 1O

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralqyat mempunyai tugas
membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
kabrrpaten di bidang pekerjaan nrn1rm, perrataan @8, perumaharl
cian pemuktman.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok ssfagaimana dimaksud pada ayat
[1), Dinas Pekeriaan Umum dan Perumahan Rakryat mempunvai
fungsi:
a. Pemmusan kebijakan di bidangpekerjaan lrrnLrrrl, penataan ruarlg,

- t- - -- s - -- .- - -----l-:--- - -- -

PCI' t-trualralr ualr Pcuru.Kuuarr;



b. Pelaksanaan kebi_iakan di bidang peke{aan llmrrrn, penataan
ruang, perumahan dan pemukiman;

c- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umurn,
penai-aan ruang, perumaharr darr pemukiman;

d. Pelaksanaan adrrrinistrasi dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

2. Ketentrran Baeian Kesembilan vans terdiri dari Pasal 19 dan Pasal 2O

diubah, sehin-gga keselunrhan nagian Kesembilan berbunyi sebagai
berilant:

Bagran Kesembilan

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tnaga Kerja Tipe B,
terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:

I .!r I rtq DLrD E agran umum oan AePegawaEn;
2) Sub Bagran Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan

Pelaporan;
c. Bidang Pen5napan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman

Transmigrasi, membawahkan:
r\ n-1--.: n-.-- !------ r----'l-r, Delll,r r€IryraPirJr fuear;
2) Seksi Perumahan dan Pemukiman Transmigrasi;
3) Seksi Pendaftaran,Seleksi dan Penempatan Transmigrasi;

d. Bidang Pengemb€rnga.n Kawasan Transmigrasi, membawahkan:
1) Seksi Sarana dan Prasarana Transmigrasi;
/il Ca^l-^: n--l---l- lr^---^-^l--r.n-^---:-^-:-2., |JclaDl rclllLrcr Lr.dJ da7,LL rvli1lrya I ir.6ir.L l I irJ.l$rlrr.xt iLDr,

3) Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya;
e. Bidang Ketenagakerjaan,membawahkan:

1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja;
2) Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
2l s^l-^: fD^l^+:L^{ l^- fl- J"'l-+i..i+^^ 'T^-^^^ rz^;^
\r, Lrf,I\O.l. ,. \,laL!-rlcl.ll \rAia r llr\lll.t\Llvl,!q.4, rr/rrA,6,A. r\vr,JCL.

f. Unit Pelayanan Teknis Dinas UPTD);
g. Kelornpok Jabatan Fungsional.



{2) Bagan Susunan Organisasi Transmigrasi dan Tenaga Ke4a
sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini-

Paragraf 2

T\rgas Pokok dan Fungsi

Pasal 2O

(11 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok
membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
kabupaten di biciang Transmigrasi dan biciang Tenaga Kerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
[I"] Dinas Transmigrasi dan Tenaga Keria mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga

Kerja;
1- n-t-1r- t,-t-:!-tr- -- -t: r-:_t-.- -- m.-- -- -.--? _---_ ^.? _1 _ -- t-:-t- _- -- m- -- - -,-u. rClalasallaall raeurJa.If,alr ul UrtlalrB, rl-i:tlTtillll8,t-altr (lall ulrJallB, rCIlaB,a

Keda;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Transmigrasi dan

bidang Tenaga Kerja;
d. Pelaksallaan administrasi dinas; dan
^ rr-1-1-^ f-----:1^:- --^-- -tr:i---:I-^- ^l^1- 1----^.: a^-1-^:. !---^-c. rsr.rrLsrir..tlir.ar.u rurtEsl li,'lrl JauB (nugrrltir-rt utcu ulrPiaLr Lgr.rlir.tL LrJBiaD

dan fungsinya.

3. Ketentuan Bagian Keduabelas yang terdiri dari Pasal 25 dan Pasal 26
diubah sehingga Keselumhan Bagran Keduabelas berbunyi ssfoagni
berikut:

Bagian Keduabelas

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 25

(l) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, terdiri
dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan :

i) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2l Sub Bagran Perencanaan Keuangan Aset Evaluasi dan

Pelaporan.



c. Bidang Pengembangan Perpustakaan, membawahkan :

1) Setsi eengadaan dan Pengembangan SDM;
2) Seksi Pengelolaan Konsenrasi dan Fumigasi Bahan R:staka;
3) Seksi.Tei<noiogi iniormasi dan Aiih iliedia FerpusLrkaan;

d. Bidang Kearsipan, membawahkan :

U Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Arsip;
2l Seksi Penyimpanan dan Pelayanan Arsip ;
3) Seksi Pemeliharaan dan Pemusnahan Arsip.

e. Biriaiig La5r-anai.r Perpus^r"akaan , niembawalikan-r :

1) Seksi Penataan Perpustakaan;
2l Seksi Pelayanan Perpustakaan;
3) Seksi Pelayanan Perpustakaan Keliling.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas {UPTD)
g. I{elompok.iabatan Fungsional.

v (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
sebagaimana tercantum dalam lampiran III mempakan bagran yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

T\rgas Pokok dan Fungsi

Pasal 26

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok
membantu bupati melaksanakan Umsan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
kabupaten di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

(2) Untuk meiaksanaican Lugas pokok sebagaimana dirnaksuti pada ayal
(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:
a. Pemmusan kebiiakan di bidang Perpustakaan dan bidane

Kearsipan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan bidang

Kearsipaii;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan

bidang Kearsipan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas

J^- ,a--- :---^uot.t rllu5ourJd..

4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga keselunrhan Pasal 33 berbunyi
sebagai berilmt:



Bagran Keenambelas

DINAS PERHUBUNGAN TIPE C

Parasraf 1* 
s..r"rr"rrt.*roisasi

Pasal 33

(l) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Tipe C, terdiri dari :

a. Kepala Dinas:
b. Sekretariat, membawahkan :

U Sub Bagian Umrem dan Kepegawaian;
2i Sub Bagran Perencanaan Keuangan Asei Evaiuasi <ian

Pelaporan.
c. Bidang LaIu Lintas dan Anglnrtan, membawahkan :

U Seksi [,alu Lintas;
2l Seksi Anehrtan;
Al^l.hno, DeKsl rerr8,uJrarr Daralra;

d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahkan :

U Seksi Prasarana;
2l Seksi Keselamatan ;
3) Seksi Pengembangan.

- Tt-:. rl-l-l----- tF-t-:- n:--- ,rTrrtrnlE. \,,rUL rcfir.ltl'a.ltt. lg.lrlllD r-ruliLs [\rrru,
f. Kelompok Jabatan Ftrngsional

Ql Biagarrl Susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana
tercanhrm dalam lampiran IV mempakan bagan yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan peneinpatan dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk
Wondasna.

Diundangkan di Rasiei

pada tangl3al2l

SEIIREI TELTIK WOITDAilA.
a

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2OI8 NOMOR 40

Ditetapkan di Rasiei

21 Desember 2O18

Kabag Hukum dan IIAM



Lampiran t I peraturan Bupati Teluk Wondama
Nomor : 40Tahun 2018
Tanggal : 21 Desember2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PEKERJMN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TIPE A

BIDANG

CIPTA KARYA

BTDANG AIR BERSIH

DAtl PETIYEHATAN

UrcAUreAN

sEt(sl

PfMEA{T16UIYAil

umtflffiuAN

JATAN

UNGKUNGAN

SEIGI

PEMzuFiAfiAAN

ML.DIAN DAN

TAMAITI (OTA

SIJBBAG..

KEUANGAN,

DANASET

5E16r

rENArMrt Jvrlsl
DAN PA].ITAI

sEtisf
6rr!-Fr ah. rr^. rrr LltvLtYasr!vArt

IRIGASI DAN
RAWA

KabagHukum dan FIAItf
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Lampiran tt 
": 

peraturan BupatiTeluk Wondama
Nomor :40Tahun2018
Tanggal : 21 Desember20l8

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
* TIPE B

SEKKRETARIS

H&RAFVEtrtIIfiAL, ,: 't
Sekretaris Daeratr

Asisten Bid. Pemerintaharr t
Kabag Hukum dan IIAM

b
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Lampiran lll : Peraturan BupatiTeluk Wondama
Nomor : 40Tahun 2018
Tanggal : 21 Desember 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERPUSTAKMN DAN ARSIP

SUSAA€. UMUM DA}I
rEDreAllrAlAll

SEKSI

PENGUMPUTAN

DAN

PENGELOI.AAN

sEt(st

PENATAAN

PERPUSTAXAAN

TIPE B

SEI(SI PENGELOIAAN,

KONSERVASI,

FUMIGASI DAN BAHAN

PUSTAl(A

L2



Lampiran lV : Peraturan BupatiTeluk Wondama
Nomor :40Tahun2018
Tanggal : 21 Desember2O18

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN

TIPE C

KEPALA DINAS

SEKKRETARIS

CI IDDAA

PEREa.ICANAAN.

KEUANGAN, ASET

EVALUASI DAN PETAPORAN

BIDANG

LALU Ui.ITAS DAN ANGKLTTAN

BIDANG. PRASARANA DAN

KESETAMATAN

SEKSI

PENGUJIANSARANA
SEKSI

PENGUJIAN SARANA

SEKSI

PENGUJIAN SARANA
SEKSI

PENGUJIAN

SARANA

SEKSI

TENiJUJIAN SAI1ANA

PARAT IMRITI{AL
Sekretaris Daeratr t
Asisten Bid. Pemerintahan

t

Kabag Hukum dan IIAM


